KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 158 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL FEMDIRIAN
MADRASAH ALTYAH LAILATUL QADAR
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINEI EULAWESI TENGGARA,

KEFUTUSAN

. bahwa dolam rangls peloksansan ketentuan Pasal & mymt [2)
Peraturan Menteri Agoma  Nommor 80 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaraan Pendidikan Madrasah, perla memberikan izin
eperasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilapynh Kementerign Agama Provins Sulperesi Ternggara;

b. bahwa dalam ranghks meningleathan alges pendidiken madrasah
yang bermutu, periu memberilkkan kesempaton masyarakat melahai
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan medrasah

sesual dengan standar nasional pendidikan;
bahwa Madresah yang tercantum dalam Larmpiran Keputusan ini
telah memenuhi parsyaratan administratif, teknis, deaan kelayakan
yang telah ditstaplean; X
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimnna dimaksud dalam
huraf &, b dan c di atas, perlu menétapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayeh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggeara
Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Alivah

aifsitu] Qadar Kabupaten Buton.

Menimbang

* Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tehun 2003 tentang Sistem
Pendidilean Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),

3. Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidilan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Neomor 32 Tabun 2013 tenlang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidilean {Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5410);
4, Peraturan... f
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Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republilk [:du;-;;;;
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomeor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2008
Nomar 91, Tambahan Lembaron Negara Republilk [ndonesia
Nomor 4554);

Ferafur—in Pemearintah Nomor T4 Tahun 2008 tentanr Guri
smbaran Negora Republile Indoneain Tahun 2008 Nomor 194,

;l:-amhah-n Lembaran Hegara Republik Indonesia Momor 4941);
FPermturan Pemerintah Wemor 17 Tahuan 2010 tentang Pengelolaan

" dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negars Republik

Indenesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150 scbeagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Persturen Pemerinmh Nomer 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2016 Nemeor 112, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5157,

Peraturan Menterd Pendidilean Masional Momor 24 Tahun 2007
Standar Sarana den Frasarans Untuk Sekolah Dasar/Madrasahb
Ibtidaivah, Sckolah Menengah Pertama)/Madrasah Tsanawivah,
dan Sekoiah Menengnh Atas/Madmasah Aliyah;

. Peraturan Wenterl Pendidikan Wasionsl Womor 15 Tahun 2010

tentarig  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan i
Kabupaten/Kota sebagaimana iclah diubah menjndi Peranuran
Menter Pendidilean dan Kebudayaan Nemor 233 Tabun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasiooal
Nomeor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kots;

Permturan Menterd Agama Nomor 2 Tabhun 2012 tentnng Pengawas
Madrasah dan Pengnwaas Mendidikan Agama lalam pade Sekolah
(Berita Negarn Republic Indonesia Tahun 2012 Namar 206|
sebapnimann telah diubah dengan Peraturan Menterd Agmma
Namor 31 Tahun 20103 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl
Agamn Momor 2 Tahun 2012 tedtang Peogawns Madrasah dan
Pengnwis Pendidikan Agama Islam pada Sekolah [Beritn Negara
Republik Indonesin Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menterl Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasl dan Tata Kerja Instans! Vertikal Kementerian Agama
{Berita Negara Republik Indonesia Takhun 2013 Nomaor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indeonesia Tanun 2013 Weomer 1387 sebagaimana ielah diubsn
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Persturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah [Benita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ... ‘l
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MEMUTUSKAN

KEPALA HANTOR WILAYAIl KEMENTERIAN
TENGOARA  TENTANG

OFERASIONAL PENDIRIAN MADRABAT
ALIYAH LAILATUL QADAR KABUPATEN BUTORN.

KESATU v Memberikan izin gperasionl jrenalirinin mndrnnils  lepedn
Madrasah scbagalmana tercantum  dalam  Lamplenn - yang

merupakan bagian tidal terplanhkan dlarl Keputunnn bl

KEDUA . Setelah jangka waltu & tahun, Kepnln  Modrnsah yong
hersangikutan wajib:

a. Menyampaikan lapornn perkembangan

Kepala Kanter Kementerinn Agama Fang et g

aedikit perkembangnn Jjumlah peaeria didik, pelalmannai

burfcuium, pelaksinasn pemenuban glandnr mrnne

prasarang, dan pelalsandan pemenubiin stnpdar pendidik
dar tenaga kependidilean; elnn f mbn

b. Mengajulkan pendaftarnn vinltnai akreditan
sekolah /madrasah kepada BAP-S/M spemunl  ketentunn
peraturan pcmnd.u.ngrundmgl.n.

Menctapkan : HEEPUTUSAN

plpncd st b feepaneln

Dalam hal perkembangan Madrasah schagaimona dimaleaud
dalam Diktum KEDUA huruf o dinflai memenuhl standar
pelayanan minimal penyelenggnrann pendidikan  dan/atau
hasil akreditasi gebagaimans diraitsud Dlcum KEDUA huruf
b mendapat peringhat minimpl €, makn izin wperasional
sebapaimana dimalezud dalam Diktum KESATU tetap berinlou,

KETIGA

KEEEMPAT - Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilal memenuhi standar
pelayanan minimal penyeléngparann pendidikkan  dan/utmu
hasil akreditasi sebagalmana dimalkaud Diktum KEDUA hurul
b tidak mendapat peringhnt minimal C, moka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Dilctum KESATU dicabut.

KELIMA ; Eeputusan ini mulai berlalou poda tanggal ditelapkan.

Ditetaphan di Kendari
Pada tanggal 23 April 2019
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| |Nama Madrasah MA. LAILATUL QADAR |
2 |Nomor Statistilc Madrasah 131274040067
2 |Alamat Madrasah Jl Poros Baubau Kapontori

Desa / Kelurahan Wakalambe

Kecamatan Kapantor .

Kabupaten Buton

Provingi Sulawesi Tenepurn
4 |Nams Organizasi Peayelenggara |PENDIDIKAN NUSANTARA

5 [Akte Notaris Organizasi Nao. 75 Hamid Prioegi, SH Tangpal 22
Penyelenggara Apustus 2016

6 |Pengesahan Alcte Notaris AHU-0033683.AH.01.04 TAHUN 2016
Organisasi Penyelenggara Tanggal 25 Agustus 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMA
ULAWES] TENGGARA
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